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TENTANG
PENAMAAN KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI &

- —

Bahwa dalam perkembangan -Susiman Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini ,

. Kejaksaan Republik Indonesia telah menganut sistem depar -

tementasi horizontal dan vertikal.

b)

Bahwa Satuan Organisasi pada jalur vertikal didaerah telah
ditentukan terdiri dari, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri dan bila perlu dapat dibentuk Cabaﬁg Kejaksaan -
Negeri' ‘ ' :

Bahwi tertib administrasi sehubungan dengan penamaan Satu-
an Organisasi vertikal tersebut, termasuk bentuk stempel-
kantor yang bei‘sangkutai'l, hingga kini masih dijumpai ke -
tidak seragamannya, oleh karena itu perlu mengeluarkan ke

tentuan penertibannya.

Undang—Ugldang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Keten

" tuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298).

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, tentang Pembentukan Ke-
jaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahum 1961 Nomor 255, Tam-

bahan Lembaran Negara Nomor 2299).

Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976, tentang Pokok
Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-088/J.A/
10/1977, tentang Sustman Organisasi dan Tata Kerja Kejaksa-

an Republik Indonesia.



MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN
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: Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 133 SE/Secr/

1962, tanggal 21 September 1962 tentang Stempél Kantor Kejak-

Sdaan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang Penamaan Ke-
Jjaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri-

dan bentuk stempel kantor yang bersangkutan.

BAB I
KEJAKSAAN TINGGI
® . Pasal 1.

Nama Kejaksaan T1ngg1 dikaitkan dengan nama Prop1n51 yang men-

- Jadi lingkungan daerah hukumnya

Pasal 2.

Susunan kata-kata dalam Stempel KéJaksaan Tinggl disesuaikan -

" "dengan nama Kejaksaan T1ngg1 yang bersangkutan dimana kata -

kata Kejaksaan Tinggi dan nama Propinsi dlplsahkan oleh dua -
tanda blntang Ségl tiga. e '

BAB II
Pasal 3.

Nama Kejaksaan Negeri dikaitkan dengan nama kota tempat kedu -
dukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Easal 4.

Susuman kata-kata dalam Stempel Kejaksaan Negeri disesuaikan -
dengan nama Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, dimana kata-ka

ta Kejaksaan Negeri dan nama kota tempat kedudukan Kejaksaan -
Negeri yang bersangkutan dipisahkan oleh dua tanda bintang
segi tiga.

BAB III
Pasal 5.

Nama Cabang Kejaksaan Negeri dikaitkan dengan nama Kejaksaan -
Negeri yang membawahinya dan disambungkan dengan nama  tempat
kedudukan Cabang KEJaksaan Négerl tersebut yang didahului kata
~di-.

Pasal 6 ...
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Pasal 6.

Susunan kata-kata dalam Stempel Cabang Kejaksaan Negeri disesuai

kan dengan nama Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, di -

mana kata-kata '"Cabang Kejaksaan Negeri X" dan kata yang memumnjuk
kan tempat kedudukan Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ,

dipisahkan oleh dua tanda bintang segi tiga. '

BAB IV
Pasal 7.

Bentuk, corak dan ukuran papan nama dan stempel Satuan Organisa
si vertikal tersebut pada BAB I, II dan III diatas, diatur se -

cara tersendiriaj

Pasal 8.

Dengan berlakunya Keputusan- Jaksa Agung Republik Indonesia ini,
maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Jaksa
Agung ini, ¢ dinyatakan tidak berlaku lagi.

o " Pasal 9.

" Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal difetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKART A.
PADA TANGGAL 22 OKTOBER 1979.
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. PENJELASAN ATAS S.K. JAXSA AGUNG . I. NOMOR :

A. PENJELASAN 'UMUM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kej aksaan R.I., maka menurut pasal 5 -
(1) b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1061 tersebut, dituntut adanya
gusunan dan Organisasi Kejaksaan R.I. yang akan diatur dengan Ke

Ay

_ putusan Presiden.
Hingga sekarang ini Susunan Organisasi Kejaksaan R.I. telah menga
! : lami beberapa kali penyempurnaanmnya dan terakhir adalah dengan
Keppres Nomor 29 Tahun 1976 dan S.K. Jaksa Agung R.I: Nomor : KEP

088/J.A/10/1977.
Banyak segi-segi yang sewajarnya sudah terselesaikan, segera S€ -
sudah S.X. Jaksa Agung R.I.. Nomor 088/J.A/10/1977 berlaku, antara
' : ]ain ialah yang menyangkut periamdan  Satuan Organisasi Vertikal -
dari penggluidan nama tersebut dalam kegiatan yang bersifat admi -
aistratif, akan tetapi dalam kenyataan, pengaturan mengenai “hal-

hal tersebut sering pula terlupakan. .

Sistem penamaan bagi Kejaksaan Tinggi __ladalah berbeda déngan
sistem penamaan Kejaksaan Negeri.- R i
Bagi Kejaksaan Ti_nggi,-'penamaannya adalah mengambil nama Propinsi
h L _ yang'menjadi daerah hukumya. - L

Bagi Kejaksaan Negerl dan Cabang Kejaksaan Negeri, penamaannya -
adalah mengambil nama kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri Ca -
bang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

B. 'PENJELASAN PASAL-PASAL.
~Pasal’ 1. '
Contoh : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU ( MALUKU = NAMA PROPINSI ).
pasal 2. '
Dalam linglkungan tertentu dibagi atas dua bagian yang tanda pemi-
sahannya dibubuhi dua bintang segl tiga.
Pada bagian lingkaran yang satu (bagian atas) dimuat kata-kata -

Kejaksaarn Tinggl sedang pada bagian lingkaran yang satu lagi di
muat nama Propinsi yang menjadi wilayah hukum Kejaksaan Tinggl -

yang bersangkutan.

Pasal 3.

. Contoh : KEJAKSAAN NEGERT RANGKASBITUNG.( RANGKASBITUNG ADALAH NA
/ MA KOTA TEMPAT KEDUDUKAN ).

Pasal 4. @ <ceecencenes
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Pasal 4. -

Susunan kata-katanya adalah menurut pola tersebut pada Pasal 2,

dengan catatan bahwa nama Propinsi diganti dengan nama kota

tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 5. _
Contoh : CABANG KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG.
. Pasal 6.

Susunan kata-katanya adalah menurut pola tersebut pada Pasal 4
dengan catatan bahwa nama tempat kedudukan Cabang Kejaksaan -
Negeri yang bersangkutan didahului oleh kata - di - (DI).
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